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 ABSTRAK 
Direktorat Jenderal Pajak telah melakukan reformasi perpajakan, salah satunya adalah dengan 
penetapan standar pelayanan sengketa pajak. Sengketa pajak timbul akibat wajib pajak tidak 
sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak yang diterbitkan oleh Dirjen Pajak menyebabkan wajib pajak 
tidak puas atas ketetapan tersebut. Tahap awal penyelesaian sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh 
wajib pajak adalah mengajukan permohonan keberatan. Di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Daerah Istimewa Yogyakarta Standard Operating Procedure (SOP) dibuat berdasarkan Peraturan 
Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 dan dijabarkan dalam SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010. Penelitian dilakukan menggunakan 
pendekatan kualitatif dengan perangkat lunak Qualitative Data Analisys NVIVO8 sebagai alat analisis 
pemodelan kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan 
keberatan telah sesuai dengan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-122/PJ/2010 dan 
Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013. SOP juga telah sesuai dengan realisasi 
penerapannya di lapangan namun perlu adanya evaluasi mengenai pelaksanaan SOP tersebut. 
Kata Kunci: Pajak, Reformasi Perpajakan, Sengketa Pajak, Keberatan Pajak, SOP 
 
ABSTRACT 
Directorate General of Taxation has carried out tax reform, one of which is by setting standards for tax 
dispute services. Tax disputes arise because taxpayers do not agree with the Notice of Tax Assessment 
issued by the Director General of Taxation causing taxpayers to be dissatisfied with the provision. The 
initial stage of tax dispute resolution that can be done by taxpayers is to file an objection application. In 
the Regional Office of the Directorate General of Taxation of Daerah Istimewa Yogyakarta, Standard 
Operating Procedure (SOP) is made based on the Minister of Finance Regulation No. 9/PMK.03/2013 and 
described in SE-122/PJ/2010 concerning Introduction to Director General Regulation of Taxation No. PER-
52/PJ/2010. The research was conducted using qualitative approach with Qualitative Data Analisys 
NVIVO8 software as qualitative modeling analysis tool. The results showed that the implementation of 
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the SOP settlement of objection application has been in accordance with the Circular Letter of the 
Directorate General of Taxation No. SE-122/PJ/2010 and the Minister of Finance Regulation No. PMK-
9/PMK.03/2013. SOP has also been in accordance with the realization of its application in the field but 
there needs to be an evaluation of the implementation of the SOP. 
Keywords: Tax, Tax Reform, Tax Disputes, Tax Objections, SOP 
 
PENDAHULUAN 
Pajak mempunyai peranan yang sangat penting dalam kehidupan bernegara. Khususnya dalam 
pembangunan karena pajak merupakan sumber pendapatan Negara untuk membiayai semua 
pengeluaran yang harus dikeluarkan oleh Negara, termasuk salah satunya berupa pengeluaran 
pembangunan (Zuraida dan Advianto, 2011).  
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada Negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa 
berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk 
keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. 
Sistem pemungutan pajak yang dianut oleh Indonesia adalah Self-Assessment System. Prinsip Self-
Assessment dalam pemenuhan kewajiban perpajakan adalah bahwa wajib pajak  diberi kepercayaan 
untuk menentukan sendiri besarnya pajak yang terutang. Wajib pajak diwajibkan untuk menghitung, 
membayar sendiri, dan melaporkan pajak yang terutang sesuai dengan ketentuan perundang-undangan 
perpajakan melalui penyampaian Surat Pemberitahuan  (Suandy, 2011). 
Menurut Priyadi (2012), di Direktorat Jenderal Pajak (Dirjen Pajak) telah melakukan reformasi 
perpajakan dengan menjalankan sistem modernisasi administrasi perpajakan selama satu dekade. 
Modernisasi administrasi perpajakan adalah suatu proses reformasi pembaharuan dalam bidang 
administrasi perpajakan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak secara komprehensif, meliputi aspek teknologi 
informasi, yaitu perangkat keras, perangkat lunak, dan sumber daya manusia.  
Keberhasilan reformasi tersebut sesungguhnya tidak hanya tergantung pada pemerintah atau pun 
pelaksana saja, tetapi juga kesiapan masyarakat wajib pajak untuk mengikuti proses-proses yang ada 
dalam hubungan antara wajib pajak dengan pelaksana seperti proses penyelesaian sengketa pajak dan 
dituntut untuk mengetahui secara jelas langkah-langkah yang dilakukan oleh Dirjen Pajak sehingga hak 
dan kewajiban wajib pajak terpenuhi. 
Penetapan standar pelayanan oleh Dirjen Pajak dapat mengatasi vulnerability fraud (kerentanan 
kecurangan) yang biasanya terjadi pada suatu organisasi. Seperti yang dikemukakan oleh Albrecht 
(2008) bahwa organisasi yang sangat rentan terhadap kecurangan dapat dibedakan dengan yang kurang 
rentan dengan membandingkan iklim korporat mereka. Tiga elemen yang berkontribusi dalam 
menciptakan lingkungan kerja yang positif, hingga mengurangi kerentanan organisasi terhadap 
kecurangan adalah: 1) menciptakan harapan tentang kejujuran dengan memiliki kode etik/perilaku 
perusahaan yang baik; 2) membuka pintu atau kebijakan akses yang mudah; 3) memiliki personil yang 
positif dan prosedur operasional. 
Menurut Rachmany dalam Rikawati (2014), perbandingan jumlah pegawai pajak dan jumlah penduduk 
Indonesia dengan jumlah pegawai pajak sekitar 33.000 ribu orang yang menangani 250 juta penduduk 
menjadikan wajib pajak tidak tersentuh langsung yang kemudian akan berhubungan dengan 
ketidakefisienan dalam upaya peningkatan penerimaan pajak. Masih rendahnya kesadaran masyarakat 
merupakan alasan yang kuat untuk menambah jumlah pegawai pajak agar masyarakat dapat terlayani 
dengan baik. 
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Perbandingan tersebut di atas dapat menimbulkan celah oleh pegawai pajak itu sendiri dengan adanya 
target yang tinggi mengakibatkan pegawai pajak tersebut tidak bekerja dengan profesional dan sesuai 
dengan tata cara yang berlaku, seperti salah satunya dalam pelayanan proses penyelesaian sengketa 
pajak. Standar operasional prosedur yang adapun bisa saja tidak dilaksanakan dengan baik atau 
melakukan jalan pintas (shortcut) agar pekerjaannya dapat segera selesai dan mengejar target pekerjaan 
lainnya yang dibebankan kepadanya dan hal yang sama bisa terjadi pada wajib pajak dengan melakukan 
negosiasi atau suap sebagai jalan pintas. Oleh karena itu kesiapan pemerintah sebagai pelaksana dan 
juga masyarakat wajib pajak sangat dibutuhkan. 
Dalam pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, prinsip Self-Assessment yang diterapkan 
kepada wajib pajak menciptakan celah ketidakadilan dalam proses pemenuhan kewajiban pajak. 
Sengketa pajak timbul akibat wajib pajak tidak sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang 
diterbitkan dan dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil 
sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak  menyebabkan wajib pajak tidak puas atas 
ketetapan tersebut. 
Atas ketidakpuasan hasil ketetapan pajak dimaksud, tahap awal penyelesaian sengketa pajak yang dapat 
dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan permohonan kepada instansi Dirjen Pajak untuk kembali 
meninjau keputusan tersebut dengan jalan pengajuan keberatan. Menurut Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang dimaksud Keberatan adalah cara yang ditempuh oleh 
wajib pajak apabila wajib pajak merasa kurang atau tidak puas atas suatu ketetapan pajak yang 
dikenakan kepadanya atau pemotongan/pemungutan oleh pihak ketiga dalam pelaksanaan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. Untuk itu wajib pajak dapat mengajukan keberatan. 
Wajib pajak selanjutnya dapat mengajukan banding jika belum merasa puas atas keputusan keberatan. 
Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002, Sengketa Pajak adalah sengketa yang timbul dalam 
bidang perpajakan antara wajib pajak atau penanggung pajak dengan pejabat yang berwenang sebagai 
akibat dikeluarkannya keputusan yang dapat diajukan banding atau gugatan kepada Pengadilan Pajak 
berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan, termasuk gugatan atas pelaksanaan 
penagihan berdasarkan Undang-Undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. Dalam arti dari 
pengertian tersebut, sengketa timbul oleh akibat dikeluarkannya surat keputusan oleh Dirjen Pajak 
dalam bentuk Surat Ketetapan Pajak. Langkah terakhir yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dalam 
sengketa pajak adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. 
Dari konsep tersebut di atas dapat dikatakan bahwa wajib pajak mempunyai upaya administratif, yaitu 
prosedur keberatan, kemudian banding dan terakhir adalah peninjauan kembali ke Mahkamah Agung 
apabila terjadi sengketa pajak, dimana wajib merasa tidak puas terhadap ketetapan pajak (SKP) yang 
dihasilkan sehingga menuntut keadilan. 
Penelitian ini dilakukan di Daerah Istimewa Yogyakarta tentang wajib pajak yang mengajukan 
permohonan penyelesaian keberatan atas suatu ketetapan pajak. Adapun tujuan peneliti dari penelitian 
ini yaitu untuk mengetahui pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) penyelesaian permohonan 
keberatan, perbedaan SOP dengan realisasi prosedur penyelesaian permohonan keberatan, dan apa 
yang harus dilakukan akibat adanya perbedaan SOP dengan realisasi prosedur penyelesaian 
permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
 
KAJIAN LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS 
Pengertian Pajak 
Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, pajak 
adalah “kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat 
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memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan 
digunakan untuk keperluan Negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.”  
Manfaat Pajak 
Suparmoko (2000) menyebutkan manfaat pajak yang pertama adalah membiayai pengeluaran-
pengeluaran Negara seperti pengeluaran yang bersifat self liquiditing (contohnya adalah pengeluaran 
untuk proyek produktif barang ekspor). Manfaat pajak yang kedua adalah membiayai pengeluaran 
reproduktif (pengeluaran yang memberikan keuntungan ekonomis bagi masyarakat seperti pengeluaran 
untuk pengairan dan pertanian). Manfaat pajak yang ketiga adalah membiayai pengeluaran yang 
bersifat tidak self liquiditing dan tidak reproduktif (contohnya adalah pengeluaran untuk pendirian 
monumen dan objek rekreasi). Manfaat pajak yang keempat adalah membiayai pengeluaran yang tidak 
produktif (contohnya adalah pengeluaran untuk membiayai pertahanan Negara atau perang dan 
pengeluaran untuk penghematan di masa yang akan datang yaitu pengeluaran untuk anak yatim piatu). 
Fungsi Kerja 
Menurut Waluyo dan Wirawan B. Ilyas (1999) dalam Pramudijono (2008), terdapat beberapa fungsi 
pajak, yaitu Fungsi budgetair, yaitu fungsi untuk mengumpulkan uang pajak sebanyak-banyaknya sesuai 
undang-undang berlaku dan pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-
pengeluaran Negara. Fungsi regulerend, yaitu fungsi dimana pajak-pajak akan digunakan sebagai suatu 
alat untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu yang letaknya di luar bidang keuangan. Dengan kata lain, 
pajak digunakan sebagai alat kebijaksanaan. Fungsi demokrasi, yaitu fungsi yang merupakan salah satu 
wujud sistem gotong-royong, termasuk kegiatan pemerintah dan pembangunan demi kemaslahatan 
manusia. Fungsi distribusi, yaitu fungsi yang lebih menekankan pada unsure pemerataan dan keadilan 
dalam masyarakat. 
Reformasi Perpajakan 
Abimayu (2004) menyebutkan bahwa “reformasi perpajakan adalah perubahan mendasar di segala 
aspek perpajakan yang memiliki tiga tujuan utama, yaitu tingkat kepatuhan suka rela yang tinggi, 
kepercayaan terhadap administrasi perpajakan yang tinggi, dan produktivitas terhadap aparat 
perpajakan yang tinggi.”. 
Pengertian Ketetapan Pajak 
Sengketa pajak timbul akibat adanya suatu ketetapan atau keputusan dari instansi Dirjen Pajak yang 
dirasa kurang adil oleh wajib pajak. Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan 
Pajak, Pasal 1 Ayat 4, ketetapan adalah “suatu penetapan tertulis di bidang perpajakan yang dikeluarkan 
oleh pejabat yang berwenang berdasarkan peraturan perundang-undangan perpajakan dan dalam 
rangka pelaksanaan Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa”. 
Pengertian Keberatan Pajak 
Menurut Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP), yang dimaksud 
Keberatan adalah “cara yang ditempuh oleh wajib pajak apabila wajib pajak merasa kurang atau tidak 
puas atas suatu ketetapan pajak yang dikenakan kepadanya atau pemotongan/pemungutan oleh pihak 
ketiga dalam pelakasanaan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.  
Hal-Hal yang Dapat Diajukan Keberatan 
Ketentuan mengenai keberatan atas ketetapan pajak diatur dalam UU KUP Pasal 25. Pada  Wajib pajak 
dapat mengajukan keberatan hanya kepada Dirjen Pajak (Pasal 25 ayat (1)) atas; (1) Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar (SKPKB). SKPKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak 
yang terutang, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi 
administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar. (2) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan 
(SKPKBT). SKPKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang 
ditetapkan. (3) Surat Ketetapan Pajak Nihil (SKPN). SKPN adalah surat keputusan yang menetukan 
jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan 
tidak ada kredit pajak. (4) Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar (SKPLB). SKPLB adalah surat keputusan 
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yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah pajak yang terutang atau telah 
dilakukan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang. (5) Pemotongan atau pemungutan pajak 
oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Pengajuan Keberatan 
Tahap awal penyelesaian sengketa pajak yang dapat dilakukan oleh wajib pajak adalah mengajukan 
permohonan kepada instansi Dirjen Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) yang telah 
mengeluarkan Surat Ketetapan Pajak untuk kembali meninjau keputusan tersebut dengan jalan 
pengajuan keberatan. Mekanisme pengajuan keberatan lebih lanjut diatur dalam Pasal 25 ayat (2) 
sampai dengan ayat (7) dan Pasal 26 UU KUP. Jika dalam waktu 3 (tiga) bulan yang ditentukan terlewati 
(Pasal 25 ayat (3) UU KUP), wajib pajak tidak dapat melengkapi persyaratan yang dibutuhkan, maka 
surat keberatan tersebut tidak dapat diproses lebih lanjut (Wiwoho dan Djatikumoro, 2004). Wajib pajak 
selanjutnya dapat mengajukan banding jika belum merasa puas atas keputusan keberatan yang 
diberikan oleh Dirjen Pajak terhadap keberatan yang diajukan. 
Definisi Standard Operational Procedure (SOP) 
Menurut Atmoko (2006), standar operasional prosedur adalah pedoman atau acuan untuk 
melaksanakan tugas pekerjaan sesuai dengan fungsi dan alat penilaian kinerja instasi pemerintah 
berdasarkan indikator indikator teknis, administrasif dan prosedural sesuai dengan tata kerja, prosedur 
kerja dan sistem kerja pada unit kerja yang bersangkutan. Tujuan SOP adalah menciptakan komitmen 
mengenai apa yang dikerjakan oleh satuan unit kerja instansi pemerintahan untuk mewujudkan good 
governance. Jika dilihat dari fungsinya, SOP berfungsi membentuk sistem kerja dan aliran kerja yang 
teratur, sistematis, dan dapat dipertanggungjawabkan. Tujuan pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan 
kebijakan dan peraturan yang berlaku digambarkan dalam SOP. Proses pelaksanaan kegiatan yang 
berlangsung juga dijelaskan di dalamnya. Lebih lanjut SOP merupakan sarana tata urutan dari 
pelaksanaan dan pengadministrasian pekerjaan harian sebagaimana metode yang ditetapkan serta 
menjamin konsistensi dan proses kerja yang sistematik. 
SOP Pengajuan Keberatan 
Dengan telah diterbitkannya Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan kemudian dijabarkan dalam Surat Edaran Direktur Jenderal 
Pajak Nomor SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah. Selanjutnya Surat Edaran ini dijadikan 
Standard Operating Procedure (SOP) sebagai acuan dalam rangka proses penyelesaian permohonan 
keberatan Wajib Pajak di lingkungan Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta.  
Surat Edaran ini disusun sebagai pedoman bagi Kantor Pelayanan Pajak dan unit kantor Direktorat 
Jenderal Pajak yang berwenang menerbitkan keputusan atas keberatan Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang diajukan Wajib Pajak. Surat 
Edaran ini bertujuan untuk mendorong tertib administrasi penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan, 
Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, sehingga keberatan Wajib Pajak 
diselesaikan sesuai batas waktu penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Proses pengajuan keberatan diawali dengan Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) menerima pengajuan keberatan dari Wajib Pajak, mengadministrasikannya dan 
kemudian melakukan penelitian persyaratan formal. Jika persyaratan formal terpenuhi KPP kemudian 
meneruskan kepada Kantor Wilayah Dirjen Pajak bagian unit pelaksana penelitian keberatan sesuai 
dengan kewenangannya dan langsung mulai memproses keberatan sedangkan jika persyaratan formal 
tidak terpenuhi maka KPP kemudian akan mengirim surat kepada Wajib Pajak untuk melengkapi 
persyaratan formal.  Proses diakhiri dengan kepala unit pelaksana peneliti keberatan menerbitkan Surat 
Keputusan Keberatan kemudian melalui Tim Peneliti Keberatan dan menyampaikannya kepada Wajib 
Pajak, KPP tempat Wajib Pajak Terdaftar, dan Direkorat Jenderal Pajak. 
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Sistem Manajemen Mutu 
Menurut Edward Sallis (2006) mutu adalah sebagai sesuatu yang memuaskan dan melampaui keinginan 
dan kebutuhan pelanggan. Pelanggan merupakan pihak yang membuat keputusan terhadap mutu dan 
melakukan penilaian. Selanjutnya, menurut Edward Sallis (2006), manajemen mutu adalah manajemen 
fungsional dengan pendekatan yang secara terus menerus difokusan pada peningkatan kualitas, agar 
produknya sesuai dengan standar kualitas dari masyarakat yang dilayani dalam tugas pelayanan umum 
(public service) dan pembangunan masyarakat (community development). Menurut Gaspersz (2008) 
Sistem Manajemen Mutu (Quality Management System) adalah sekumpulan prosedur terdokumentasi 
dan praktek-praktek standar untuk manajemen sistem yang bertujuan menjamin kesesuaian dari suatu 
proses dan produk (barang dan jasa) terhadap kebutuhan persyaratan tertentu yang ditentukan oleh 
pelanggan dan organisasi. 
Konsep PDCA (Plan, Do, Check, Action) 
Menurut Bellamy (2002), PDCA diciptakan oleh W. Edwards Deming pada tahun 1950 sebagai metode 
sederhana dalam melakukan penyelesaian masalah secara berkesinambungan. Pada tahun 1950-an, 
Deming ditugaskan untuk membantu Jepang dalam usaha membangun kembali perekonomian Negara 
Jepang. Tujuan Deming menggunakan PDCA dengan proses peningkatan yang berkesinambungan adalah 
untuk membantu Jepang dalam membangun kembali perindustrian mereka sehingga dengan begitu 
mereka dapat bersaing di pasar dunia pada masa yang akan datang. Tujuannya adalah mencapai suatu 
tingkat kepuasan pelanggan. Plan Berarti memahami apa yang ingin dicapai, memahami bagaimana 
melakukan suatu pekerjaan, berfokus pada masalah, menemukan akar permasalahan, menciptakan 
solusi yang kreatif serta merencanakan implementasi yang terstruktur.Do, didalamnya berisi pelatihan 
dan manajemen aktivitas. Biasanya masalah besar dan mudah sering berubah pada saat-saat terakhir. 
Bila terjadi kondisi seperti ini maka tidak dapat dilanjutkan lagi tetapi harus mulai dari awal kembali. 
Check, tujuan melakukan check adalah untuk memonitor pengaruh dari implementasi rencana proyek 
dan menemukan countermeasure yang akan meningkatkan perbaikan pada masa yang akan datang. 
Action, berarti menindak lanjuti atas apa yang didapatkan selama tahap pengecekan. Arti lainnya adalah 
mencapai tujuan dan menstandarisasikan proses atau belajar dari pengalaman untuk memulai lagi pada 
kondisi yang tepat. 
 
 
Gambar 1. Siklus PDCA 
Implementasi Konsep PDCA Pada SOP 
Pada hakekatnya konsep PDCA merupakan siklus yang pada implementasinya akan membangun budaya 
mutu yang berkelanjutan atau continual improvement. Implementasi konsep PDCA untuk manajemen 
mutu SOP pengajuan keberatan dapat dilihat pada konsep Plan (perencanaan) yaitu apa yang harus 
dilakukan dan bagaimana melakukannya? Pada tahapan perencanaan ini, rumusan desain kepuasaan 
pelanggannya (wajib pajak) diarahkan pada mengembangkan sasaran dan proses-proses yang 
diperlukan untuk mencapai hasil yang sesuai dengan kebijakan Dirjen Pajak tentang proses dan tata cara 
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pengajuan keberatan. Do (melaksanakan), yaitu mengerjakan yang direncanakan? Pada tahapan 
melaksanakan ini, rumusan desain kepuasan pelanggannya diarahkan pada melaksanakan strategi, 
kebijakan, dan proses-proses yang diperlukan untuk mencapai hasil yang telah ditetapkan dalam sasaran 
mutu. Check (memeriksa), yaitu apakah hasil yang terjadi sesuai dengan yang direncanakan? Pada 
tahapan memeriksa ini, kepuasan pelanggannya diarahkan pada memantau, mengevaluasi, mengukur 
kesesuaian proses-proses yang telah dijalankan dan yang telah dihasilkan dengan kebijakan Dirjen Pajak, 
sasaran mutu dan persyaratan yang telah ditetapkan. Dan Action (tindaklanjut), yaitu apakah tindak 
lanjut yang akan diambil dengan hasil yang diperoleh dan upaya yang diperlukan untuk meningkatkan 
hasil yang diperoleh? Pada tahapan tindaklanjut ini, kepuasan pelanggan diarahkan pada upaya-upaya 
tindakan untuk meningkatkan kinerja proses secara berkesinambungan sesuai dengan kebijakan Dirjen 
Pajak tentang proses dan tata cara pengajuan keberatan. 
Theory of Planned Behavior 
 Menurut Theory of Planned Behavior, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya 
hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2002). Teori ini tidak hanya menekankan 
pada rasionalitas dari tingkah laku manusia, tetapi juga pada keyakinan bahwa target tingkah laku 
berada di bawah kontrol kesadaran individu tersebut atau suatu tingkah laku tidak hanya bergantung  
pada intensi seseorang, melainkan juga pada faktor lain yang tidak ada dibawah kontrol dari individu, 
























Gambar 2. Theory of Planned Behavior (Ajzen, 2005) 
 
Kerangka Pemikiran 
Sengketa pajak timbul akibat adanya suatu ketetapan atau keputusan dari instansi Dirjen Pajak yang 
dirasa kurang adil oleh wajib pajak. Wajib pajak tidak sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak (SKP) 
yang diterbitkan dan dapat mengakibatkan pajak terutang menjadi kurang bayar, lebih bayar, atau nihil 
sebagai hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak menyebabkan wajib pajak tidak puas atas 
ketetapan tersebut. Atas ketidakpuasan hasil ketetapan pajak dimaksud, untuk itu wajib pajak dapat 
mengajukan keberatan. Proses penyelesaian keberatan dilakukan secara internal oleh aparat 
















Behavioral Beliefs Attitude 














Randy Ariyadita Putra, Mispiyanti 
PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
107 | P a g e  
 
(SOP) penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah 
Istimewa Yogyakarta. Selain itu juga untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan SOP, perbedaan SOP 
dengan realisasi, dan apa yang harus dilakukan akibat adanya perbedaan SOP dengan realisasi prosedur 
penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa 















Alasan Menggunakan Metode Kualitatif 
Menurut Creswell (1998) dalam Emzir (2010) mengapa seseorang melakukan penelitian kualitatif, 
beberapa alasannya adalah karena hakikat pertanyaan penelitian dalam studi kualitatif dimulai dengan 
bagaimana dan apa. Dengan demikian, permulaan tersebut memaksa masuk ke dalam topik yang 
mendiskripsikan apa yang sedang berlangsung. Selain itu, memilih suatu studi kualitatif karena topik 
tersebut perlu dieksplorasi dan menyajikan sudut pandang yang mendetail tentang topik tersebut.  
Dalam penelitian ini pertama kali adalah tahap deskriptif dengan mendeskripsikan mengenai gambaran 
pelaksanaan Standard Operating Procedure (SOP) penyelesaian permohonan keberatan yang mengacu 
pada Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak 
Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah di Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Tahap selanjutnya adalah tahap reduksi, yaitu 
menentukan fokus dengan cara memilih apa yang telah dideskripsikan.  
Metode Penentuan Nara Sumber 
Penelitian kualitatif tidak menggunakan istilah populasi, tetapi oleh Spradley dinamakan “social 
situation” atau situasi sosial yang terdiri dari tiga elemen yaitu: tempat (place), pelaku (actors), dan 
aktivitas (activity) yang berinteraksi secara sinergis (Sugiyono, 2008). Sampel dalam penelitian kualitatif 
bukan dinamakan responden, tetapi sebagai nara sumber, atau partisipan, informan, teman, dan guru 
dalam penelitian. Pada penelitian kualitatif, peneliti memasuki situasi sosial tertentu, melakukan 
observasi dan wawancara kepada orang-orang yang dipandang tahu tentang situasi sosial tersebut 
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Terkait dengan pengambilan sampel, Lincoln dan Guba (1985) dalam Sugiyono (2014) mengemukakan 
bahwa jika tujuannya adalah memaksimalkan informasi, maka pengambilan sampel dihentikan bila tidak 
ada informasi baru yang keluar-masuk dari unit baru nara sumber sehingga “redundancy” adalah kriteria 
utama. Dalam hubungan ini, Nasution (1988) dalam Sugiyono (2014) menjelaskan bahwa penentuan 
unit sampel (nara sumber) dianggap telah memadai apabila telah sampai kepada taraf “redundancy” 
(datanya telah jenuh, ditambah sampel lagi tidak memberikan informasi yang baru), artinya bahwa 
dengan menggunakan nara sumber selanjutnya tidak lagi diperoleh tambahan informasi baru yang 
berarti. 
Sumber Data dan Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian, karena tujuan 
utama penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka 
penelitian tidak akan mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan (Sugiyono, 
2009). Emzir (2010) mengemukakan bahwa observasi, wawancara, dokumen pribadi, foto, rekaman, 
gambar dan percakapan informal merupakan sumber data kualitatif. Sumber data yang paling umum 
digunakan adalah observasi, wawancara dan dokumen.  
Observasi menurut Jogiyanto (2010) merupakan teknik atau pendekatan untuk mendapatkan data 
primer dengan cara mengamati langsung obyek datanya. Mengobservasi tidak hanya mengamati saja. 
Pendekatan observasi untuk mengumpulkan data dapat dilakukan dengan mengamati (dengan mata), 
mendengarkan (dengan telinga), membaca (dengan pikiran), mencium (dengan hidung) dan meraba 
(dengan tangan).  
Wawancara menurut Moleong (2005) adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu 
dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan 
terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Dokumen merupakan jenis 
dari literatur non-teknis. Strauss dan Corbin (2009) mengungkapkan bahwa literatur baik teknis maupun 
nonteknis, memainkan peranan penting dan beragam dalam grounded theory. Literatur teknis berupa 
laporan tentang kajian dan karya tulis profesional atau disipliner dalam bentuk makalah teoritik atau 
filosofis. Literatur non-teknis berupa biografi, buku harian, dokumen, naskah, catatan, katalog dan 
materi lainnya yang dapat digunakan sebagai data utama atau sebagai pendukung wawancara dan 
pengamatan lapangan.  
Menurut Jogiyanto (2010) teknik pengumpulan data tergantung dari strategi dan sumber datanya. 
Teknik observasi, wawancara dan studi kasus dan gerak dilakukan secara pengamatan langsung di studi 
kasus dan di lapangan. Teknik analisis isi (content analysis), dilakukan untuk mendapatkan data arsip 
primer. Teknik pengambilan basis data, dilakukan untuk mendapatkan data arsip sekunder. 
Instrumen Penelitian  
Dalam penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri 
(Sugiyono, 2009). Peneliti kualitatif sebagai human instrument, berfungsi menetapkan fokus, penelitian, 
memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis 
data, menafsirkan data dan membuat kesimpulan atas temuannya. Penelitian ini menggunakan alat 
bantu berupa software/perangkat lunak computer untuk membantu menganalisis data kualitatif, yaitu 
NVIVO. Perangkat lunak ini dirancang peneliti kualitatif yang bekerja dengan data teks dan multimedia 
untuk skala kecil maupun skala besar. NVIVO digunakan terutama pada bidang pendidikan, pemerintah 
sosial, sains, psikologi, pemasaran dan lainnya.  
Alasan dipilihnya software tersebut karena general dibandingkan dengan yang lain. Earl Babbie (2010) 
memberikan saran untuk menggunakan NVIVO karena program ini tergolong populer. Dengan ini 
peneliti dapat membuat klasifikasi, mengurutkan, memeriksa relasi dalam data dan mengkombinasikan 
analisis dengan link-link, shaping, pencarian dan pemodelan. NVIVO merupakan software yang bekerja 
seperti map-map dalam teknik analisis data kualitatif manual hanya map tersebut jauh lebih cerdas 
(Wals, 2003). NVIVO merupakan software analisis data kualitatif yang dikembangkan oleh Qualitative 
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Solution and Research International. NVIVO bermula dari kemunculan software NUD*IST (Nonnumeric 
Unstructure Data Index Searching and Theorizingi) pada tahun 1981 (Bazeley, 2007). 
Teknik Analisis Data 
Dalam penelitian ini analisis selama di lapangan menggunakan model Miles dan Huberman (Sugiyono, 
2009).  Analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai 
pengumpulan data dalam periode tertentu. Miles dan Huberman mengemukakan bahwa aktivitas dalam 
analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas. 
Aktivitas dalam analisis data meliputi data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification. 
Data reduction adalah aktivitas merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal 
yang penting, dicari tema dan polanya. Data display adalah aktivitas penyajian data dalam bentuk uraian 
singkat, bagan, hubungan antar kategori, flowchart dan sejenisnya. Conclusion drawing adalah aktivitas 
penarikan kesimpulan dan verifikasi. Kesimpulan dalam penelitian kualitatif mungkin dapat menjawab 
rumusan masalah yang dirumuskan sejak awal, tetapi mungkin juga tidak, karena masalah dan rumusan 
masalah dalam penelitian kualitatif masih bersifat sementara dan akan berkembang setelah peneliti 
berada di lapangan. 
Pada praktek di lapangan peneliti melakukan pengambilan data dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Yogyakarta yaitu SOP penyelesaian permohonan keberatan, diberikan kuisioner dan dilakukan 
wawancara, kemudian melakukan wawancara di Kantor Pelayanan Pajak  dimana wajib pajak 
mengajukan permohonan keberatan. Selain itu juga dilakukan wawancara kepada wajib pajak yang 
mengajukan permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Yogyakarta dan 
diberikan kuisioner.  
Dengan menggunakan NVIVO, peneliti dapat memudahkan penyusunan dokumen serta hasil wawancara 
dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, Kantor Pelayanan Pajak, 
wajib pajak serta konsultan pajak dan menggambarkan arah dari peneliti untuk menjawab hasil dari 
rumusan masalah. Peneliti membuat beberapa source diantaranya adalah membuat dokumen, 
wawancara, observasi dan literatur. Langkah pertama adalah peneliti mengumpulkan hasil wawancara 
dari semua yang telah peneliti dapatkan baik dari bagian Pengurangan, Keberatan dan Banding, Kantor 
Pelayanan Pajak, wajib pajak, konsultan pajak serta kuisioner dari Kanwil Pajak Daerah Istimewa 
Yogyakarta dan kuisioner dari wajib pajak. Setelah mengumpulkan bahan referensi peneliti mengimpor 
semua dokumen dari hasil wawancara dan kuisioner ke dalam software NVIVO dan memasukkan pada 
source yang sudah dibuat oleh peneliti. Semua hasil wawancara dan kuisioner di impor ke dalam source 
wawancara.  
Uji Kredibilitas 
Untuk mendapatkan data yang valid di dalam penelitian kualitatif ini, ukuran validitas suatu penelitian 
terdapat pada alat untuk menjaring data, apakah sudah tepat, benar, dan sesuai. Alat untuk menjaring 
data penelitian kualitatif terletak pada penelitian yang dibantu dengan metode wawancara dan 
observasi dan studi dokumen (Satori, 2009). Uji kredibilitas data atau kepercayaan terhadap data hasil 
penelitian kualitatif dilakukan dengan triangulasi, member check, dan menggunakan bahan referensi. 
Uji Transferability 
Transferability merupakan validitas eksternal dalam penelitian kuantitatif. Validitas eksternal 
menunjukkan derajat ketepatan. (Sugiyono, 2009). Agar orang lain dapat memahami hasil penelitian 
kualitatif, sehingga ada kemungkinan untuk menerapkan hasil penelitian tersebut, maka peneliti dalam 
membuat laporannya harus memberikan uraian yang rinci, jelas, sistematis dan dapat dipercaya. 
Dengan demikian, maka pembaca menjadi jelas atas hasil penelitian tersebut, sehingga dapat 
memutuskan dapat atau tidaknya untuk mengaplikasikan hasil penelitian tersebut di tempat lain. 
Bilamana pembaca laporan penelitian memperoleh gambaran yang sedemikian jelasnnya, maka suatu 
hasil penelitian dapat diberlakukan transferability, maka penelitian tersebut memenuhi standar 
transferabilitas. (Sanafiah dalam Sugiyono, 2009). 
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HASIL DAN PEMBAHASAN 
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan di Direktorat Jenderal Pajak 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 
Keberatan 
Ketentuan Umum 
Di dalam Bab I Ketentuan Umum Pasal (1) Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 tentang 
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan yang dimaksud Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 
tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir 
dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009. 
Di dalam Ketentuan Umum Pasal (1) juga menjelaskan yang dimaksud dengan Surat Keberatan adalah 
surat yang diajukan oleh Wajib Pajak kepada Direktur Jenderal Pajak mengenai keberatan terhadap 
suatu surat ketetapan pajak atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. 
Ruang Lingkup 
Di dalam Bab II Ruang Lingkup Pasal (2) ayat (1) dijelaskan bahwa wajib pajak dapat mengajukan 
keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu: Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar; Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak 
Nihil; atau pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan. 
Pada Pasal (2) ayat (3) dijelaskan bahwa wajib pajak hanya dapat mengajukan keberatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) terhadap materi atau isi dari surat ketetapan pajak, yang meliputi jumlah rugi 
berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau 
terhadap materi atau isi dari pemotongan atau pemungutan pajak. Sedangkan pada Pasal (2) ayat (5) 
dijelaskan bahwa keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh wajib pajak dengan 
menyampaikan Surat Keberatan. 
Pengajuan Keberatan 
Di dalam Bab III Pengajuan Keberatan Pasal (3) ayat (1) dijelaskan bahwa pengajuan keberatan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) untuk Tahun Pajak 2007 dan sebelumnya, harus 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah 
rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar 
penghitungan; 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) 
pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan 
sejak tanggal: surat ketetapan pajak diterbitkan; atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak 
ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi 
karena keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak; Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan 
dalam hal Surat Keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus 
dilampiri dengan surat kuasa khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang 
KUP; dan Wajib Pajak tidak mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-
Undang KUP. 
Di dalam Pasal (3) ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh wajib 
pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, atau 
huruf e, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan menyampaikan 
kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terlampaui. 
Selanjutnya, pada Pasal (3) ayat (3) dijelaskan bahwa tanggal penyampaian Surat Keberatan yang telah 
diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.  
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Di dalam Pasal (4) ayat (1) dijelaskan bahwa pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 
ayat (1) untuk Tahun Pajak 2008 dan sesudahnya, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau 
jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan 
disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan; 1 (satu) keberatan diajukan hanya untuk 1 
(satu) surat ketetapan pajak, untuk 1 (satu) pemotongan pajak, atau untuk 1 (satu) pemungutan pajak; 
Wajib Pajak telah melunasi pajak yang masih harus dibayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui 
Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan atau pembahasan akhir hasil verifikasi, sebelum 
Surat Keberatan disampaikan; diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal: surat ketetapan 
pajak dikirim; atau pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib Pajak dapat 
menunjukan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaan 
Wajib Pajak; Surat Keberatan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal Surat Keberatan 
ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, Surat Keberatan tersebut harus dilampiri dengan surat kuasa 
khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (3) Undang-Undang KUP; dan Wajib Pajak tidak 
mengajukan permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 Undang-Undang KUP. 
Di dalam Pasal (4) ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Surat Keberatan yang disampaikan oleh Wajib 
Pajak tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf 
d, atau huruf f, Wajib Pajak dapat melakukan perbaikan atas Surat Keberatan tersebut dan 
menyampaikan kembali sebelum jangka waktu 3 (tiga) bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf 
e terlampaui. Dan pada Pasal (4) ayat (3) dijelaskan bahwa tanggal penyampaian Surat Keberatan yang 
telah diperbaiki sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan tanggal Surat Keberatan diterima.  
`Di dalam Pasal (5) ayat (1) dijelaskan bahwa keadaan di luar kekuasaan Wajib Pajak sebagaimana 
dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf d dan Pasal 4 ayat (1) huruf e meliputi: bencana alam; kebakaran; 
huru-hara/kerusuhan massal; diterbitkan Surat Keputusan Pembetulan secara jabatan yang 
mengakibatkan jumlah pajak yang masih harus dibayar yang tertera dalam surat ketetapan pajak 
berubah, kecuali Surat Keputusan Pembetulan yang diterbitkan akibat hasil Persetujuan Bersama; atau  
keadaan lain berdasarkan pertimbangan Direktur Jenderal Pajak. 
Di dalam Pasal (6) dijelaskan bahwa dalam hal setelah Wajib Pajak mengajukan keberatan terdapat 
penerbitan Surat Keputusan Pembetulan oleh Direktur Jenderal Pajak secara jabatan yang 
mengakibatkan persyaratan jumlah pajak yang masih harus dilunasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
4 ayat (1) huruf d bertambah, proses penyelesaian keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak tersebut 
tetap dilanjutkan oleh Direktur Jenderal Pajak. 
Di dalam Pasal (7) ayat (1) dijelaskan bahwa Surat Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) atau Pasal 4 ayat (1) tidak dipertimbangkan dan tidak 
diterbitkan Surat Keputusan Keberatan. Dan pada ayat (2) dijelaskan bahwa Surat Keberatan yang tidak 
memenuhi persyaratan dan tidak diterbitkan Surat Keputusan Keberatan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak melalui penyampaian surat pemberitahuan 
dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan 
bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini. 
Di dalam Pasal (8) ayat (1) dijelaskan bahwa Surat pemberitahuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 
ayat (2) bukan merupakan Surat Keputusan Keberatan sehingga tidak dapat diajukan banding ke badan 
peradilan pajak.  
Di dalam Pasal (9) ayat (1) dijelaskan bahwa Wajib Pajak menyampaikan Surat Keberatan ke Kantor 
Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan yang 
dapat dilakukan: secara langsung; melalui pos dengan bukti pengiriman surat; atau dengan cara lain. 
Di dalam Pasal (10) ayat (1) dijelaskan bahwa sebelum mengajukan keberatan, Wajib Pajak dapat 
meminta keterangan secara tertulis hal-hal yang menjadi dasar pengenaan pajak, penghitungan rugi, 
pemotongan atau pemungutan pajak kepada Direktur Jenderal Pajak melalui Kantor Pelayanan Pajak 
Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 20, No. 1, July 2021 
112 | P a g e  
 
tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Dan ayat (2) 
dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak wajib memberikan keterangan yang diminta oleh Wajib Pajak 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).  
Penyelesaian Keberatan 
Di dalam Pasal (13) ayat (1) dijelaskan bahwa dalam proses penyelesaian keberatan, Direktur 
Jenderal Pajak berwenang untuk: meminjam buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy 
dan/atau softcopy kepada Wajib Pajak terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian 
surat permintaan peminjaman buku, catatan, data, dan informasi; meminta Wajib Pajak untuk 
memberikan keterangan terkait dengan materi yang disengketakan melalui penyampaian surat 
permintaan keterangan; meminta keterangan atau bukti terkait dengan materi yang disengketakan 
kepada pihak ketiga yang mempunyai hubungan dengan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam 
Pasal 54 Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan 
Pemenuhan Kewajiban Perpajakan melalui penyampaian surat permintaan data dan keterangan kepada 
pihak ketiga; meninjau tempat Wajib Pajak, termasuk tempat lain yang diperlukan; melakukan 
pembahasan dan klarifikasi atas hal-hal yang diperlukan dengan memanggil Wajib Pajak melalui 
penyampaian surat panggilan dengan menggunakan format sesuai contoh sebagaimana tercantum 
dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini; dan melakukan 
pemeriksaan untuk tujuan lain dalam rangka keberatan untuk mendapatkan data dan/atau informasi 
yang objektif yang dapat dijadikan dasar dalam mempertimbangkan keputusan keberatan. 
Di dalam ayat (6) dijelaskan bahwa dalam hal masih diperlukan, Direktur Jenderal Pajak dapat 
meminjam buku, catatan, data, dan informasi dan/atau meminta keterangan tambahan, dan Wajib 
Pajak harus meminjamkan buku, catatan, data, dan informasi dan/atau memberikan keterangan yang 
diminta dalam jangka waktu sebagaimana disebutkan dalam surat permintaan peminjaman tambahan; 
dan/atau surat permintaan keterangan tambahan. 
Dan pada ayat (9) dijelaskan bahwa Wajib Pajak dapat menyampaikan alasan tambahan atau penjelasan 
tertulis untuk melengkapi dan/atau memperjelas Surat Keberatan yang telah disampaikan baik atas 
kehendak Wajib Pajak yang bersangkutan maupun dalam rangka memenuhi permintaan Direktur 
Jenderal Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, sebelum Direktur Jenderal Pajak 
menyampaikan Surat Pemberitahuan Untuk Hadir. 
Di dalam Pasal (14) ayat (1) dijelaskan bahwa pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain 
yang diminta pada saat pemeriksaan tetapi tidak diberikan oleh Wajib Pajak, tidak dipertimbangkan 
dalam penyelesaian keberatan, kecuali pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain 
tersebut berada di pihak ketiga dan belum diperoleh Wajib Pajak pada saat pemeriksaan. Pada ayat (3) 
dijelaskan bahwa dalam hal terdapat pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang 
tidak diminta pada saat pemeriksaan dan keberatan tetapi diberikan oleh Wajib Pajak dalam 
penyelesaian keberatan, maka pembukuan, catatan, data, informasi, atau keterangan lain yang 
diberikan oleh Wajib Pajak tersebut dapat dipertimbangkan. 
Di dalam Pasal (15) ayat (1) dijelaskan bahwa sebelum menerbitkan Surat Keputusan Keberatan, 
Direktur Jenderal Pajak meminta Wajib Pajak untuk hadir guna memberikan keterangan atau 
memperoleh penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak melalui penyampaian Surat Pemberitahuan 
Untuk Hadir yang dilampiri dengan:pemberitahuan daftar hasil penelitian keberatan; dan formulir surat 
tanggapan hasil penelitian keberatan. 
Di dalam Pasal (16) ayat (1) dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan 
mengajukan MAP secara bersamaan namun Persetujuan Bersama belum diperoleh pada saat Surat 
Keputusan Keberatan diterbitkan, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat Keputusan Keberatan 
dengan mempertahankan temuan pemeriksaan dalam surat ketetapan pajak yang diajukan MAP. Pada 
ayat (2) dijelaskan bahwa dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan dan mengajukan MAP secara 
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bersamaan dan Persetujuan Bersama telah diperoleh sebelum Surat Keputusan Keberatan diterbitkan, 
Direktur Jenderal Pajak memperhitungkan Persetujuan Bersama dalam Surat Keputusan Keberatan. 
Di dalam Pasal (17) ayat (1) dijelaskan bahwa Direktur Jenderal Pajak dalam jangka waktu paling lama 12 
(dua belas) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan 
yang diajukan. Dan pada ayat (3) dijelaskan bahwa keputusan atas keberatan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) dapat berupa mengabulkan seluruhnya, mengabulkan sebagian, menolak, atau menambah 
besarnya jumlah pajak yang masih harus dibayar yang dituangkan dalam Surat Keputusan Keberatan. 
Sedangkan pada ayat (5) dijelaskan bahwa apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah terlampaui dan Direktur Jenderal Pajak tidak memberi keputusan atas keberatan, keberatan yang 
diajukan oleh Wajib Pajak dianggap dikabulkan dan Direktur Jenderal Pajak menerbitkan Surat 
Keputusan Keberatan sesuai dengan pengajuan keberatan Wajib Pajak dalam jangka waktu paling lama 
1 (satu) bulan sejak jangka waktu 12 (dua belas) bulan tersebut berakhir. 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-122/PJ./2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur 
Jenderal Pajak Nomor PER-52/Pj/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan 
Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan 
Ketentuan Pelaksanaannya 
Sehubungan dengan telah diterbitkannya Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 
tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai 
dan/atau Pajak Penjualan atas Barang Mewah, bersama ini disampaikan Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak tersebut dan pedoman pelaksanaannya. 
Dalam Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini yang dimaksud dengan: Undang-Undang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut UU adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2009. 
Wajib Pajak adalah orang atau badan yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan 
perpajakan ditentukan untuk melakukan kewajiban perpajakan. Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya 
disebut KPP adalah Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha 
Kena Pajak dikukuhkan; Kepala Kantor Pelayanan Pajak selanjutnya disebut Kepala KPP adalah Kepala 
Kantor Pelayanan Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha Kena Pajak 
dikukuhkan. Unit Pelaksana Penelitian Keberatan adalah Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak atau 
Direktorat Keberatan dan Banding.  
 
Peneliti adalah tim yang ditugaskan oleh Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan untuk melakukan 
penelitian keberatan. Peneliti terdiri dari sekurang-kurangnya 1 (satu) orang pejabat eselon III di Subdit 
Pengurangan dan Keberatan/Bidang Keberatan dan Banding/Bidang Pengurangan, Keberatan dan 
Banding, 1 (satu) orang Kepala Seksi Pengurangan dan Keberatan / Seksi Keberatan dan Banding / Seksi 
Pengurangan, Keberatan dan Banding serta 1 (satu) orang Penelaah Keberatan. 
 
Wajib Pajak dapat mengajukan keberatan atas suatu Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, kecuali Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat 
Ketetapan Pajak Nihil; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; atau Pemotongan atau pemungutan pajak 
oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. 
 
Surat keberatan wajib memenuhi syarat diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia; 
mengemukakan jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong atau dipungut atau jumlah 
rugi menurut penghitungan Wajib Pajak dengan disertai alasan-alasan yang menjadi dasar penghitungan 
dan dilampirkan dengan fotokopi surat ketetapan pajak, bukti pemungutan, atau bukti pemotongan; 1 
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(satu) surat keberatan diajukan hanya untuk 1 (satu) Surat Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud 
dalam Pasal 2 huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d, atau untuk 1 (satu) pemotongan atau pemungutan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e; melunasi pajak yang masih harus dibayar paling 
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan dan 
disertai fotokopi bukti pelunasannya; diajukan paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat 
ketetapan pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga, kecuali Wajib 
Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar 
kekuasaan Wajib Pajak (force majeur); dan ditandatangani oleh Wajib Pajak, dan dalam hal surat 
keberatan ditandatangani oleh bukan Wajib Pajak, surat keberatan tersebut wajib dilampiri dengan 
Surat Kuasa Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 UU KUP. 
 
Surat keberatan Wajib Pajak disampaikan ke KPP atau ke Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi 
Perpajakan (KP2KP) dalam wilayah KPP yang bersangkutan. Surat Keberatan yang tidak memenuhi 
persyaratan pada angka 3 dan/atau yang tidak disampaikan sebagaimana pada angka 4 bukan 
merupakan surat keberatan dan/atau merupakan surat yang tidak disampaikan sehingga tidak 
dipertimbangkan sebagai surat keberatan dan atas  surat tersebut Direktur Jenderal Pajak tidak 
menerbitkan Surat Keputusan. Apabila Surat Keberatan Wajib Pajak bukan merupakan surat keberatan 
dan/atau merupakan surat yang tidak disampaikan sehingga tidak dipertimbangkan sebagai surat 
keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 5, Wajib Pajak masih dapat mengajukan surat keberatan 
yang baru sepanjang masih memenuhi jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal dikirim surat ketetapan 
pajak atau sejak tanggal pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga. Tanggal bukti 
penerimaan surat keberatan yaitu sesuai tanggal terima yang tercantum pada bukti penerimaan surat 
yang diberikan oleh KPP; atau Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan dalam wilayah 
kerja KPP,dalam hal surat keberatan disampaikan secara langsung. sesuai tanggal stempel pos yang 
tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatan disampaikan melalui pos; sesuai 
tanggal pengiriman yang tercantum pada bukti pengiriman surat, dalam hal surat keberatan 
disampaikan melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir; atau sesuai tanggal yang tercantum pada 
bukti penerimaan elektronik, dalam hal surat keberatan disampaikan dengan e-Filing melalui Penyedia 
Jasa Aplikasi atau Application Service Provider (ASP). 
 
Dalam rangka memberikan pelayanan yang lebih baik kepada Wajib Pajak dalam penyelesaian 
Keberatan, dalam hal Wajib Pajak menyampaikan keberatan melampaui jangka waktu sebagaimana 
dimaksud pada angka 6 dan/atau surat keberatannya tidak memenuhi syarat sebagaimana angka 3 agar 
KPP memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak masih dapat mengajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak yang tidak benar sesuai ketentuan Pasal 36 ayat (1) 
huruf b UU KUP. KPP segera memberitahukan secara tertulis kepada Wajib Pajak tanpa harus menunggu 
berakhirnya jangka waktu 5 (lima) hari kerja. Dalam hal Wajib Pajak mencabut pengajuan keberatan, 
KPP memberitahukan kepada Wajib Pajak bahwa Wajib Pajak tidak dapat mengajukan permohonan 
pengurangan atau pembatalan surat ketetapan pajak yang tidak benar sebagaimana dimaksud dalam 
pasal 36 ayat (1) huruf b UU KUP. 
 
Dalam hal Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu surat ketetapan pajak agar dilakukan 
penelitian terhadap lampiran berupa fotokopi bukti pelunasan pajak yang masih harus dibayar paling 
sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib Pajak dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan. Dalam hal 
Wajib Pajak mengajukan keberatan atas suatu pemotongan atau pemungutan pajak, agar dilakukan 
penelitian terhadap lampiran berupa fotokopi bukti pemotongan atau pemungutan pajak dan surat 
pernyataan yang menyatakan bahwa pemotongan atau pemungutan pajak belum atau tidak akan 
dikreditkan. 
 
Penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan termasuk terpenuhinya jangka waktu pengajuan 
keberatan adalah tanggung jawab Kepala KPP. Dalam hal terdapat keragu-raguan dalam penelitian 
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pemenuhan persyaratan sebagaimana angka 11, sebelum menerbitkan surat pemberitahuan tentang 
pemenuhan syarat surat keberatan agar KPP berkoordinasi dengan Unit Pelaksana Penelitian Keberatan. 
 
Dalam melakukan penyelesaian keberatan, Unit Pelaksana Penelitian Keberatan agar berpedoman pada 
Prosedur Penyelesaian Keberatan sebagaimana diatur dalam lampiran I Surat Edaran ini. Tata cara dan 
flowchart Prosedur Penyelesaian Keberatan sebagaimana dimaksud dalam angka 13 diatur dalam 
lampiran II Surat Edaran ini. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal 
ditetapkan. Dengan berlakunya Surat Edaran ini maka Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak No. SE - 
02/PJ.07/2007 tentang Prosedur Penanganan Pembetulan Ketetapan Pajak Keberatan, Pengurangan 
atau Penghapusan Sanksi Administrasi, dan Pengurangan atau Pembatalan Ketetapan Pajak Yang Tidak 
Benar Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah tidak 
berlaku sepanjang mengatur prosedur penanganan keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan 
Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 
 
Pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) Penyelesaian Permohonan Keberatan di Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 
Menurut hasil wawancara dari bagian Pengurangan Keberatan dan Banding  Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bapak A yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya 
menjelaskan bahwa wajib pajak berhak menempuh upaya hukum atas Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang 
diterbitkan oleh Dirjen Pajak dengan cara mengajukan keberatan. Sesuai Undang-Undang Nomor 6 
Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali 
diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 25 ayat (1), 
apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan 
pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur 
Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau isi dari ketetapan pajak, yaitu 
jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan, jumlah besarnya pajak, 
atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan “suatu” pada ayat ini adalah 1 (satu) 
keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) Masa Pajak atau Tahun Pajak (Putra, 
2015). 
 
Bapak A menjelaskan bahwa proses diawali oleh wajib pajak mengirimkan berkas keberatan ke Kantor 
Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar atau pengusaha kena pajak dikukuhkan. KPP 
kemudian melakukan penelitian pemenuhan persyaratan Surat Keberatan dan jika Surat Keberatan 
memenuhi persyaratan formal selanjutnya mengirimkan ke Unit Pelaksana Penelitian Keberatan di 
Kantor Wilayah Dirjen Pajak. Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan sesuai dengan kewenangannya 
menerbitkan Surat Tugas untuk melakukan penelitian keberatan paling lama 5 (lima) hari kerja sejak 
berkas diterima. Kemudian melakukan pembuatan analisa dan permintaan penjelasan dan atau 
pembuktian. Selanjutnya peneliti yang ditugaskan melakukan penelitian, wajib melakukan analisis 
terhadap berkas keberatan yang dituangkan dalam bentuk matrik dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja 
sejak tanggal Surat Tugas.  
Peneliti dapat meminta penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang disertai 
dengan buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy kepada Wajib 
Pajak mengenai surat keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal Surat Tugas. Wajib 
Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian tentang dasar perhitungan yang 
disertai dengan buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy paling 
lama 15 (lima belas) hari kerja sejak tanggal dikirimnya surat permintaan penjelasan dan/atau 
pembuktian tersebut. Wajib Pajak diberi kesempatan memberikan penjelasan dan atau pembuktian dan 
apabila masih diperlukan, Peneliti dapat meminta penjelasan dan/atau pembuktian tambahan. 
Kemudian Peneliti dapat meminta pihak lain di luar Direktorat Jenderal Pajak untuk memberikan data 
dan/atau keterangan. Apabila Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan penjelasan dan atau pembuktian 
sebagaimana dimaksud di atas, maka Peneliti membuat Berita Acara Tidak Memenuhi 
Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 20, No. 1, July 2021 
116 | P a g e  
 
Sebagian/Seluruhnya Peminjaman dan/atau Permintaan buku, catatan, data, dan informasi dalam 
bentuk hardcopy dan/atau softcopy sampai dengan batas waktu yang ditentukan. Selanjutnya, apabila 
diperlukan, Kepala Unit Pelaksana Penelitian Keberatan atas nama Direktur Jenderal Pajak dapat 
menugaskan Tim Peneliti meninjau ke tempat Wajib Pajak dengan menerbitkan Surat Tugas Peninjauan 
Lapangan Dalam Rangka Penyelesaian Keberatan.  
Sebelum melaksanakan peninjauan lapangan, Tim Peneliti mengirimkan Pemberitahuan Peninjauan 
Lapangan Dalam Rangka Penelitian Keberatan. Kemudian Tim Peneliti, menuangkan hasil peninjauan 
lapangan dalam Laporan Hasil Peninjauan Lapangan Dalam Rangka Penyelesaian Keberatan. Meskipun 
Wajib Pajak tidak memenuhi permintaan penjelasan dan atau pembuktian sebagaimana dimaksud di 
atas, penelitian keberatan tetap diproses sesuai dengan data yang ada. Selanjutnya tekait pembahasan 
sengketa perpajakan, Peneliti dapat memanggil Wajib Pajak dan/atau Pemeriksa atau pihak lain yang 
terkait untuk melakukan pembahasan sengketa perpajakan yang diajukan keberatan, surat pemanggilan 
dikirimkan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum tanggal pembahasan.  
Setelah melakukan pembahasan sengketa perpajakan, Peneliti membuat Berita Acara Pembahasan 
Sengketa Perpajakan. Selanjutnya, Peneliti membuat Kertas Kerja Penelitian Keberatan yang memuat 
hasil penelitian keberatan, membuat Laporan Penelitian Keberatan berdasarkan Kertas Kerja Penelitian 
Keberatan. Selanjutnya, Buku, catatan, data, dan informasi dalam bentuk hardcopy dan/atau softcopy 
yang tercantum dalam Bukti Peminjaman yang digunakan dalam proses pemeriksaan pajak, merupakan 
dasar pertimbangan dalam penelitian keberatan. Selanjutnya, Peneliti membuat Surat Pemberitahuan 
Untuk Hadir (SPUH), untuk meminta Wajib Pajak hadir guna memberikan keterangan atau memperoleh 
penjelasan mengenai keberatan Wajib Pajak.  
Wajib Pajak diberikan kesempatan untuk memberikan tanggapan tertulis atas SPUH dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) hari kerja sejak tanggal SPUH dikirimkan. Kemudian Peneliti membuat Berita Acara 
Kehadiran apabila Wajib Pajak hadir memberikan tanggapan tertulis atau Wajib Pajak hadir tetapi tidak 
memberikan tanggapan tertulis. Peneliti juga membuat Berita Acara Ketidakhadiran apabila Wajib Pajak 
Tidak Hadir dan Tidak Memberikan Tanggapan Tertulis sampai dengan batas waktu yang ditentukan 
atau Wajib Pajak Tidak Hadir dan Memberikan Tanggapan Tertulis sampai dengan batas waktu yang 
ditentukan. Dan peneliti membuat Berita Acara Tidak Bersedia Menandatangani Berita Acara 
Pembahasan Akhir apabila Wajib Pajak hadir dan memberikan/tidak memberikan tanggapan tertulis, 
namun tidak bersedia menandatangani Berita Acara (Putra, 2015).  
Kemudian bapak A menjelaskan bahwa proses diakhiri dengan pembuatan dan pengiriman Surat 
Keputusan Keberatan yang peruntukannya untuk Wajib Pajak, salinan ke-1 untuk KPP penerbit surat 
ketetapan pajak, dan salinan ke-2 untuk Unit Kantor pembuat Surat Keputusan. Proses penyelesaian 
permohonan keberatan hanya diselesaikan di Kantor Wilayah saja, Kantor Pusat Dirjen Pajak hanya 
mendapat salinan surat/tembusan (Putra, 2015). 
Selanjutnya bapak A menyatakan bahwa adapun Standard Operating Procedure (SOP) penyelesaian 
permohonan keberatan di Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat dan disusun 
berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-11/PJ/2014 tentang Petunjuk 
Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PPh, PPN dan/atau PPnBM yang didasari atas Peraturan Menteri 
Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan 
(Putra, 2015). 
Selanjutnya bapak A menjelaskan bahwa tujuan dari SOP tersebut adalah untuk mendorong tertib 
administrasi penyelesaian keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak 
Penjualan atas Barang Mewah, sehingga keberatan wajib pajak diselesaikan sesuai batas waktu 
penyelesaian sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara 
Perpajakan. Dengan adanya SOP ini yang dimaksud administrasi yaitu seperti format surat, jangka waktu 
penyelesaian, dan sebagainya, diseragamkan sehingga wajib pajak dan pegawai pajak yang berwenang 
tidak sendiri-sendiri menentukan (Putra, 2015). 
Randy Ariyadita Putra, Mispiyanti 
PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
117 | P a g e  
 
Mengenai atas keberatan pajak apa saja SOP tersebut berlaku, bapak A kemudian menjelaskan bahwa 
sesuai dengan Bab II mengenai Ruang Lingkup Pasal 2 ayat (1) Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-
9/PMK.03/2013 dan di dalam Surat Edaran Nomor: SE-122/PJ/2010 menyebutkan bahwa wajib pajak 
dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak atas suatu (Putra, 2015): Surat 
Ketetapan Pajak Kurang Bayar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan Pasal 13A 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana 
telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; Surat Ketetapan 
Pajak Kurang Bayar Tambahan; Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar; Surat Ketetapan Pajak Nihil; atau 
Pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan. 
Sedangkan terkait berapa lama jangka waktu penyelesaian permohonan keberatan di Kanwil Pajak 
Daerah Istimewa Yogyakarta bapak A selanjutnya menjelaskan bahwa jangka waktu penyelesaian yang 
ditetapkan dalam prosedur adalah 9 (sembilan) bulan, jangka waktu ini merupakan jangka waktu 
layanan unggulan yang diterapkan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, namun jika melebihi 9 
(sembilan) bulan tetapi tidak melebihi 12 (dua belas) bulan tidak akan menggugurkan keputusan. Hal 
tersebut dikarenakan jangka waktu 9 (sembilan) bulan adalah hanya untuk prosedur intern di Kanwil 
Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai pengukuran kinerja sedangkan jangka waktu 12 (dua belas) 
bulan adalah hak dari wajib pajak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang 
Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 Pasal 26 ayat (1) menyebutkan bahwa Direktur Jenderal Pajak 
dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus 
memberi keputusan atas keberatan yang diajukan (Putra, 2015). 
Menurut hasil wawancara dari bapak A mengenai apakah pelaksanaan SOP di Kanwil Pajak Daerah 
Istimewa Yogyakarta sesuai dengan tata urutan yang ada dalam aturan yang berlaku, bapak A 
menjelaskan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan keberatan di Kanwil Pajak Daerah 
Istimewa Yogyakarta mengikuti tata urutan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam 
Surat Edaran Nomor SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah secara rinci tidak keluar dari alur 
prosedur. Hanya saja ada keberatan yang diselesaikan melebihi 9 (sembilan) bulan tetapi tidak melebihi 
12 (dua belas) bulan. Hal ini disebabkan oleh bobot masing-masing berkas keberatan sehingga 
membutuhkan waktu yang agak lama. Ini bisa dikatakan sebagai kendala dalam proses penyelesaian 
permohonan keberatan. Jadi jika proses penyelesaian melebihi jangka waktu 9 (sembilan) bulan tidak 
bisa dikatakan tidak baik dan sebaliknya jika tidak melebihi 9 (sembilan) bulan dikatakan baik karena 
harus dilihat terlebih dahulu kedalaman kasusnya seperti apa. Kendala tersebut bisa berasal dari wajib 
pajak, misalnya terlambat memberikan data, wajib pajak yang mempunyai cabang di banyak tempat, 
dan atau permintaan dari wajib pajak sendiri untuk mengundur waktu dengan alasan belum siap, 
tentunya akan mempengaruhi jangka waktu penyelesaian keberatan itu sendiri. Selain itu juga jika 
dipaksakan dalam jangka waktu 9 (sembilan) bulan selesai nanti akan merugikan wajib pajak karena di 
dalam Undang-Undang KUP wajib pajak mempunyai hak jangka waktu penyelesaian 12 (dua belas) bulan 
(Putra, 2015). 
Selanjutnya, bapak A berpendapat bahwa tata urutan pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan 
keberatan di Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sama dan konsisten pada setiap proses 
permohonan. Yang dimaksud dalam hal ini adalah semua kasus atau permohonan keberatan yang 
diajukan prosedur penyelesaiaannya akan sama satu sama lain, tidak melihat apakah wajib pajak 
tersebut merupakan wajib pajak besar atau wajib pajak kecil (Putra, 2015). 
Menurut hasil wawancara dari bagian Pengurangan Keberatan dan Banding  Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bapak B yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya 
menyatakan bahwa tidak ada biaya dalam proses penyelesaian permohonan pengajuan keberatan di 
Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. Baik dari awal proses penyerahan berkas keberatan oleh 
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wajib pajak, proses penelitian keberatan, hingga diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. Hal ini 
tentunya terkait dengan SOP yang berlaku dimana dalam SOP tersebut secara transparan/jelas 
menjelaskan tahapan proses penyelesaian permohonan keberatan dapat diketahui oleh wajib pajak. 
Dalam SOP tidak menyebutkan adanya biaya yang harus dikeluarkan diluar biaya yang wajib dibayarkan 
oleh wajib pajak atas hasil penelitian dan tertuang dalam Surat Keputusan Keberatan. SOP penyelesaian 
permohonan keberatan di Kantor Wilayah Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat dan disusun 
berdasarkan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar 
Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas 
Barang Mewah yang didasari atas Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013 tentang 
Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. Di dalam intern Dirjen Pajak pun telah melakukan 
upaya sebagai pencegahan terjadinya tindak penyelewengan atau kecurangan dengan melakukan 
reformasi prosedur pelaksanaan yaitu dengan setiap kasus keberatan yang diteliti yang dulu ditangani 
oleh 1 (satu) orang, sekarang ditangani oleh lebih dari 1 (satu) orang sehingga menutup celah terjadinya 


























Gambar 3. Skema Penyelesaian Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak  
                    Daerah Istimewa   Yogyakarta 
Menurut Theory of Planned Behavior, dari hasil wawancara dari bagian Pengurangan Keberatan dan 
Banding  Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bapak A dan bapak B 
yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya, seseorang dapat bertindak berdasarkan intensi atau niatnya 
hanya jika ia memiliki kontrol terhadap perilakunya (Ajzen, 2002).  Berarti dapat diartikan bahwa 
pelaksanaan SOP penyelesaian keberatan di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak 
Daerah Istimewa Yogyakarta serta KPP Pratama Sleman tergantung dari niat para pelaksana yang terkait 
atau yang terlibat dalam proses penyelesaian keberatan sehingga SOP terlaksana sesuai dengan 
peraturan yang telah ditetapkan oleh Dirjen Pajak dalam Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor 
SE-122/PJ/2010 dan Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013. 
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Pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) dengan Realisasi Prosedur Penyelesaian 
Permohonan Keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 
Untuk pengajuan permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa 
Yogyakarta melalui Kantor Pelayanan Pajak (KPP) masing-masing tempat wajib pajak terdaftar hanya 
terdapat melalui dua KPP yang proses penyelesaiannya hingga diterbitkan Surat Keputusan Keberatan 
kepada wajib pajak pemohon yaitu di KPP Pratama Sleman dan di KPP Pratama Bantul. 
Dari data wajib pajak yang melakukan permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal 
Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta melalui KPP, peneliti mendapat satu narasumber wajib pajak dan 
merupakan wajib pajak badan. Wajib pajak tersebut adalah CV. Dina dengan NPWP: 02.398.135.x-xxx.xx. 
merupakan wajib pajak yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman. 
Mengenai proses permohonan keberatan yang dihadapi oleh CV. Dina, menurut hasil wawancara 
dengan konsultan pajak yang mewakili wajib pajak CV. Dina dari Kantor Konsultan Pajak MitraNata 
Consulting, bapak Hersona menjelaskan bahwa permohonan pengajuan keberatan yang dilakukan oleh 
wajib pajak pemohon CV. Dina dimana perihal yang disengketakan mengenai Surat Ketetapan Pajak 
Kuran Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang/Jasa Masa Pajak Januari 2009, wajib pajak dalam hal ini 
adalah CV. Dina tidak sependapat dengan Surat Ketetapan Pajak yang dikeluarkan oleh Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sehingga mengajukan permohonan keberatan. 
Permohonan keberatan disampaikan ke Kantor Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Menurut hasil wawancara dengan bapak Hersona bahwa wajib pajak diberikan hak untuk mengajukan 
keberatan sesuai dengan Pasal 25 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan 
Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 16 Tahun 2009, yaitu apabila wajib pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, 
dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan 
keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. Keberatan yang diajukan adalah mengenai materi atau 
isi dari ketetapan pajak, yaitu jumlah rugi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan 
perpajakan, jumlah besarnya pajak, atau pemotongan atau pemungutan pajak. Yang dimaksud dengan 
“suatu” pada ayat ini adalah 1 (satu) keberatan harus diajukan terhadap 1 (satu) jenis pajak dan 1 (satu) 
Masa Pajak atau Tahun Pajak. 
Bapak Hersona menyatakan bahwa proses awal pengajuan permohonan keberatan diawali oleh wajib 
pajak yang kemudian mengajukan Surat Keberatan melalui KPP tempat wajib pajak terdaftar atau 
Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan. Wajib pajak dalam hal ini CV. Dina berdomisili di Kabupaten Sleman 
dan terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman sehingga wajib pajak kemudian mengajukan 
Surat Keberatan ke KPP Pratama Sleman. Selanjutnya bapak Hersona menyatakan bahwa wajib pajak 
dalam hal ini CV. Dina mengikuti seluruh proses penyelesaian permohonan keberatan dari awal hingga 
akhir. 
Selanjutnya bapak Hersona berpendapat bahwa proses penyelesaian permohonan keberatan di Kantor 
Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah baik. Prosedur yang seharusnya dilakukan 
sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan telah dijalankan. Seperti pemanggilan wajib pajak 
pemohon keberatan dalam proses keberatan diberi kesempatan untuk hadir dan memberikan 
penjelasan dan bukti terkait sengketa perpajakan sehingga hak-hak wajib pajak terpenuhi. 
Bapak Hersona selanjutnya menjelaskan bahwa di dalam proses penyelesaian permohonan keberatan di 
Kantor Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta tidak ada biaya apa pun yang dikeluarkan 
dari awal pengajuan keberatan ke KPP hingga diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan oleh Kantor 
Wilayah Direktorat Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta. 
Terkait isi keputusan dari Surat Keputusan Keberatan yang diterbitkan oleh Kantor Wilayah Direktorat 
Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, menurut hasil wawancara bapak Hersona menjelaskan bahwa wajib 
pajak dalam hal ini CV. Dina tidak menerima isi keputusan dari Surat Ketetapan Pajak atau tidak 
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sependapat dengan isi dari Surat Keputusan Keberatan sehingga wajib pajak selanjutnya mengajukan 
banding ke Pengadilan Pajak. 
Menurut hasil wawancara dari Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman ibu Sera 
menjelaskan bahwa wajib pajak berhak mengajukan keberatan jika tidak sependapat dengan SKP yang 
diterbitkan oleh Dirjen Pajak. Hal tersebut sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan Nomor 6 Tahun 
1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah 
terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 pada penjelasan Pasal 25 ayat (1), apabila wajib 
pajak berpendapat bahwa jumlah rugi, jumlah pajak, dan pemotongan atau pemungutan pajak tidak 
sebagaimana mestinya, wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Direktur Jenderal Pajak. 
Menurut Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan 
Penyelesaian Keberatan Pasal 9 ayat (1) langkah awal yang ditempuh yaitu wajib pajak menyampaikan 
Surat Keberatan ke Kantor Pelayanan Pajak tempat wajib pajak terdaftar dan/atau tempat Pengusaha 
Kena Pajak dikukuhkan. 
 
Ibu Sera selanjutnya menjelaskan bahwa Standard Operating Procedure (SOP) penyelesaian 
permohonan keberatan di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dibuat dan disusun berdasarkan 
peraturan terbaru yaitu Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara 
Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan dan Surat Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-
11/PJ/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan PPh, PPN dan/atau PPnBM. 
Selanjutnya ibu Sera menjelaskan bahwa SOP penyelesaian permohonan keberatan yang diterapkan di 
Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dibuat dan disusun berdasarkan Surat Edaran yang lama yaitu 
Surat Edaran Nomor: SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah, dan Ketentuan Pelaksanaannya yang 
didasari Peraturan Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013. Ibu Sera selanjutnya menjelaskan 
bahwa Menurut Surat Edaran Nomor: SE-122/PJ/2010 wajib pajak dapat mengajukan keberatan atas 
suatu: a) Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar, kecuali Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar berdasarkan 
Pasal 13A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009; b) 
Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan; c) Surat Ketetapan Pajak Nihil; d) Surat Ketetapan Pajak 
Lebih Bayar; atau d) Pemotongan atau pemungutan pajak oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan 
peraturan perundang-undangan perpajakan. 
Terkait proses penyelesaian permohonan keberatan KPP Pratama Sleman untuk permohonan keberatan 
tahun 2013, menurut ibu Sera bahwa Penerimaan permohonan keberatan di KPP diawali dengan wajib 
pajak menyampaikan Surat Keberatan dalam hal wajib pajak menyampaikan Surat Keberatan melalui 
Pos/Ekspedisi lainnya ke KPP, Petugas Tempat Pelayanan Terpadu (TPT) meneliti apakah wajib pajak 
yang mengajukan surat keberatan terdaftar atau tidak di KPP tersebut. Dalam hal wajib pajak yang 
mengajukan surat keberatan tersebut terdaftar di KPP penerima surat keberatan, petugas TPT membuat 
checklist Surat Keberatan dan persyaratannya kemudian mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan 
Lembar Pengawasan Arus Dokumen (LPAD). BPS dan asli checklist diberikan kepada wajib pajak, 
sedangkan LPAD dan salinan checklist digabungkan dengan Surat Keberatan beserta kelengkapannya 
untuk diteruskan ke Seksi Pelayanan, kemudian Pelaksana seksi pelayanan menatausahakan Surat 
Keberatan beserta persyaratannya dan mengirimkan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 
Selanjutnya ibu Sera menjelaskan bahwa dalam hal wajib pajak menyampaikan Surat Keberatan 
langsung ke TPT di KPP, Petugas TPT meneliti apakah wajib pajak yang mengajukan surat keberatan 
terdaftar atau tidak di KPP tersebut. Dalam hal wajib pajak yang mengajukan surat keberatan tersebut 
terdaftar di KPP penerima surat keberatan, Petugas TPT membuat checklist Surat Keberatan dan 
persyaratannya kemudian mencetak Bukti Penerimaan Surat (BPS) dan Lembar Pengawasan Arus 
Dokumen (LPAD). BPS dan asli checklist diberikan kepada wajib pajak, sedangkan LPAD dan salinan 
checklist digabungkan dengan surat keberatan beserta kelengkapannya untuk diteruskan ke Seksi 
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Pelayanan, kemudian Pelaksana seksi pelayanan menatausahakan Surat Keberatan beserta 
persyaratannya dan mengirimkan kepada Seksi Pengawasan dan Konsultasi. 
Menurut ibu Sera penelitian pemenuhan persyaratan surat keberatan dilakukan oleh Account 
Representative (AR), AR menerima Surat Keberatan beserta kelengkapannya dan salinan checklist dari 
seksi pelayanan meneliti persyaratan dengan mengisi lembar penelitian surat keberatan memenuhi 
persyaratan. Dalam hal surat keberatan beserta perlengkapannya memenuhi persyaratan, AR membuat 
konsep surat pemberitahuan surat keberatan memenuhi persyaratan formal. Dalam hal surat keberatan 
tidak memenuhi persyaratan namun belum melebihi jangka waktu pengajuan keberatan, AR membuat 
konsep surat pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan. Dalam hal surat keberatan 
tidak memenuhi persyaratan dan telah melebihi batas waktu keberatan keberatan, maka AR membuat 
konsep surat pemberitahuan surat keberatan melewati jangka waktu pengajuan keberatan. Kemudian 
Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi meneliti dan memaraf konsep surat pemberitahuan surat 
keberatan memenuhi persyaratan/ konsep surat pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi 
persyaratan/ konsep surat pemberitahuan surat keberatan melewati jangka waktu pengajuan keberatan 
dan meneruskan kepada Kepala Kantor. Selanjutnya Kepala Kantor menyetujui dan menandatangani 
konsep surat pemberitahuan surat keberatan memenuhi persyaratan/ konsep surat pemberitahuan 
surat keberatan tidak memenuhi persyaratan/ konsep surat pemberitahuan surat keberatan melewati 
jangka waktu pengajuan keberatan. 
Selanjutnya ibu Sera menjelaskan bahwa Pelaksana Seksi Pelayanan mencatat ke register surat 
pengiriman dan menatausahakan dan mengirimkan surat pemberitahuan surat keberatan memenuhi 
persyaratan/surat pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan/ surat pemberitahuan 
surat keberatan melewati jangka waktu pengajuan keberatan. Kemudian Pelaksana seksi pelayanan 
mengirimkan copy surat keberatan wajib pajak, copy surat pemberitahuan surat keberatan memenuhi 
persyaratan maupun copy surat pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan ke Seksi 
Penagihan untuk keperluan penangguhan tindakan penagihan dan tertib administrasi.  
Kemudian Pelaksana seksi pelayanan mengirimkan surat pemberitahuan surat keberatan memenuhi 
persyaratan/ surat pemberitahuan surat keberatan tidak memenuhi persyaratan/ surat pemberitahuan 
surat keberatan melewati jangka waktu pengajuan keberatan berdasarkan kasus yang ditangani kepada 
wajib pajak paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak Surat Keberatan diterima di KPP dengan menggunakan 
SOP Tata Cara Penyampaian dokumen di KPP. Untuk tindak lanjut surat keberatan yang memenuhi 
persyaratan, Pelaksana Seksi Pelayanan menerima surat pemberitahuan surat keberatan memenuhi 
persyaratan dan berkas keberatan. Sebelum berkas keberatan dikirim ke Kantor Wilayah terkait, 
Pelaksana Seksi Pelayanan meneliti kelengkapan berkas keberatan. Dalam hal unit pelaksana pemeriksa 
adalah KPP, maka pelaksana Seksi Pelayanan mempersiapkan Lembar Pengawasan Penelitian (LPP) 
lengkap dan Kertas Kerja Penelitian (KKP) untuk difotokopi, kemudian fotokopi dari dokumen tersebut 
dilampirkan dalam berkas keberatan yang akan dikirim ke Kantor Wilayah.  
Kemudian Pelaksana seksi pelayanan mengirimkan berkas keberatan ke Kantor Wilayah terkait dengan 
menggunakan SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP yang terdiri dari: 1) Asli LPAD 2) Lembar 
Penelitian Pemenuhan Persyaratan Surat Keberatan 3) Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan 
4) Fotokopi LPP 5) Fotokopi KKP. Dalam hal unit pelaksana pemeriksa adalah Direktorat Pemeriksaan 
dan Penagihan maka Pelaksana Seksi Pelayanan membuat konsep surat permintaan copy LPP dan KKP ke 
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Selanjutnya Kepala Seksi Pelayanan meneliti dan memaraf 
konsep surat permintaan copy LPP dan KKP dan meneruskan kepada Kepala Kantor. Kemudian Kepala 
Kantor menyetujui dan menandatangani konsep surat permintaan copy LPP dan KKP. Kemudian 
Pelaksana Seksi Pelayanan menatausahakan dan mengirimkan surat permintaan copy LPP dan KKP ke 
Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan.  
Fotocopy surat permintaan tersebut akan dilampirkan dengan berkas keberatan yang akan dikirim ke 
Direktorat Keberatan dan Banding yang terdiri dari:1) Asli LPAD 2) Lembar Penelitian Pemenuhan 
Persyaratan Surat Keberatan 3) Lembar Pengawasan Penelitian Berkas Keberatan 4) Copy Surat 
Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 20, No. 1, July 2021 
122 | P a g e  
 
Permintaan LPP dan KKP ke Direktorat Pemeriksaan dan Penagihan. Selanjutnya Pelaksana seksi 
Pelayanan mengirimkan berkas keberatan ke Direktorat Keberatan dan Banding dengan menggunakan 
SOP Tata Cara Penyampaian Dokumen di KPP. 
Selanjutnya ibu Sera menyatakan bahwa jangka waktu penyelesaian untuk  penyampaian permintaan 
fotocopy LPP dan KKP paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat keberatan diterima sedangkan jangka 
waktu penyelesaian sesuai dengan SOP yaitu penyampaian berkas keberatan ke Kantor Wilayah dan 
Direktorat Keberatan dan Banding paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat keberatan wajib pajak 
diterima oleh KPP. 
Menurut ibu Sera bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan keberatan di KPP Pratama Sleman 
mengikuti tata urutan pelaksanaan sesuai dengan peraturan yang tertulis dalam Surat Edaran Nomor: 
SE-122/PJ/2010 secara rinci tidak keluar dari alur prosedur. Kemudian ibu Sera menjelaskan bahwa 
setiap Surat Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak tata urutan pelaksanaan SOP penyelesaian 
permohonan keberatan di KPP Pratama Sleman adalah sama dan konsisten pada setiap proses 
permohonan tidak melihat apakah wajib pajak tersebut merupakan wajib pajak besar atau wajib pajak 
kecil prosesnya tetap sama dan tidak ada biaya dalam proses penyelesaian permohonan pengajuan 
keberatan di KPP Pratama Sleman. Baik dari awal proses penyerahan berkas keberatan oleh wajib pajak, 
proses penelitian keberatan, hingga diterbitkannya Surat Keputusan Keberatan. 
Dari hasil wawancara dengan bagian Pengurangan Keberatan dan Banding Kanwil Pajak Daerah 
Istimewa Yogyakarta dan Kepala Seksi Pelayanan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sleman dapat dilihat 
bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan keberatan di Kanwil Pajak Daerah Istimewa 
Yogyakarta telah sesuai dengan realisasinya di lapangan. Hal ini dibuktikan dengan hasil kuisioner dari 
bagian Pengurangan Keberatan dan Banding Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dalam 
pelaksanaan proses penyelesaian permohonan keberatan yang diajukan oleh wajib pajak CV. Dina. Hasil 
wawancara dengan wajib pajak CV. Dina yang diwakilkan oleh konsultan pajak bapak Hersona juga 
dibuktikan dengan hasil kuisioner yang menunjukkan bahwa tata urutan pelaksanaan penyelesaian 
permohonan keberatan yang wajib pajak ikuti dan laksanakan telah sesuai dengan SOP penyelesaian 
permohonan keberatan. Seluruh langkah-langkah yang tertuang dalam SOP tersebut telah dilaksanakan 









Gambar 4. Skema Triangulasi 
Evaluasi Pelaksanaan SOP (Standard Operating Procedure) Penyelesaian Permohonan Keberatan di 
Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta 
Menurut hasil wawancara dari bagian Pengurangan Keberatan dan Banding  Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta bapak B yang tidak bisa peneliti sebutkan namanya 
berpendapat bahwa SOP penyelesaian permohonan keberatan di Kanwil Pajak Daerah Istimewa 
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kantor pajak yaitu dari berkas keberatan diterima hingga penerbitan Surat Keputusan Keberatan 
sehingga antara wajib pajak dan petugas pajak mempunyai kepastian hukum. Peraturan yang berlaku 
berlaku sekarang yang dijadikan dasar pembuatan dan penyusunan SOP yaitu Surat Edaran Direktorat 
Jenderal Pajak nomor SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan 
nomor PMK-9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan adalah 
merupakan hasil dari penyempurnaan peraturan yang sama sebelumya yang menjadikan perbedaan 
diantara keduanya yaitu prosedur menjadi lebih sederhana dan bertujuan untuk memudahkan wajib 
pajak itu sendiri. 
Bapak B juga berpendapat bahwa evaluasi mengenai pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan 
keberatan di Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dirasa perlu, hal ini didasarkan bahwa ketika SOP 
telah dilaksanakan nantinya kekurangan dan kelemahan dalam proses penyelesaian permohonan 
keberatan akan diketahui. Banyak sekali kasus yang ada di lapangan sehingga hal-hal mengenai prosedur 
yang belum terakomodir dalam standar nantinya akan diketahui. Setiap 6 (enam) bulan SOP yang ada di 
Dirjen Pajak akan dievaluasi oleh pihak intern sehingga jika ada keluhan atau masukan dari pelaksana di 
lapangan akan dijadikan bahan pertimbangan untuk mengevaluasi SOP tersebut. Salah satu contohnya 
adalah dalam SOP terbaru, mulai berlaku tahun 2014, yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-
11/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian Keberatan pengganti Surat Edaran sebelumnya 
SE-122/PJ/2010 terdapat perubahan yaitu dimana dalam penelitian persyaratan formal berkas 
keberatan wajib pajak tidak lagi dilakukan di KPP, penelitian persyaratan formal dilakukan oleh tim 
peneliti di Kantor Wilayah. Hal ini dimaksudkan untuk memperlancar arus dokumen dimana KPP hanya 
meneruskan berkas keberatan wajib pajak ke Kantor Wilayah. 
Dari hasil wawancara dari bapak B di atas dapat dilihat bahwa SOP penyelesaian permohonan keberatan 
di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta sudah dilaksanakan dengan 
baik karena adanya kepastian hukum yang mengatur mengenai SOP penyelesaian permohonan 
keberatan tersebut sehingga memudahkan wajib pajak yang mengajukan permohonan keberatan untuk 
mengikuti langkah-langkah yang jelas dalam proses penyelesaian permohonan keberatan yang 
diajukannya. 
Dari hasil wawancara dari bapak B di atas juga dapat dilihat bahwa SOP penyelesaian permohonan 
keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta perlu dilakukan 
evaluasi. Dalam proses pelaksanaan, dengan banyaknya kasus di lapangan nantinya akan diketahui 
kekurangan dan kelamahan serta hal-hal mengenai proses yang belum terakomodir dalam SOP sehingga 
kedepannya dilakukan penyempurnaan. Seperti  yang dijelaskan oleh bapak B di atas yaitu untuk SOP 
terbaru, mulai berlaku tahun 2014, yang tercantum dalam Surat Edaran Nomor SE-11/PJ/2014 terdapat 
perubahaan dari sebelumnya, Surat Edaran nomor SE-122/PJ/2010 yaitu penelitian persyaratan formal 
berkas keberatan tidak dilakukan lagi di KPP tetapi di lakukan di Kantor Wilayah. Hal ini dimaksudkan 
untuk memperlancar arus dokumen dari KPP ke Kantor Wilayah dimana dulu membutuhkan waktu 
paling lama 5 (lima) hari kerja, dengan aturan baru berkas dan dokumen keberatan disampaikan ke 
Kantor Wilayah paling lama 3 ( tiga) hari kerja. Sehingga dengan kata lain evaluasi telah dilakukan atas 
kekurangan dari SOP sebelumnya. 
Menurut hasil wawancara dengan salah satu konsultan pajak yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta 
bapak Nur Kholis berpendapat bahwa proses penyelesaian permohonan keberatan yang diterapkan oleh 
Direktorat Jenderal Pajak secara prosedur saat ini sudah baik dan adil. Yang perlu adalah kapabilitas 
pegawai pajak yang bertugas secara teknis dalam prosesnya yang ditingkatkan. Kapabilitas yang 
dimaksud adalah ketika melakukan penelitian terkait sengketa pajak oleh wajib pajak pegawai pajak 
dalam hal ini adalah tim peneliti/pemeriksa keberatan harus bisa melakukan pengujian terhadap 
transaksi, pencatatan, dan dokumen-dokumen terkait secara cermat dan menggunakan dasar hukum 
yang tepat atas materi yang disengketakan sehingga wajib pajak tidak merasa dirugikan. 
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Dari hasil wawancara dari bapak Nur Kholis di atas dapat dilihat bahwa proses penyelesaian 
permohonan keberatan yang diterapkan oleh Direktorat Jenderal Pajak sudah berjalan dengan baik dan 
dilaksanakan dengan adil, hanya masih perlu dilakukan evaluasi yaitu peningkatan kapabilitas oleh 
pegawai pajak bagian teknis, dalam hal ini tim peneliti/pemeriksa keberatan. Hal ini dimaksudkan 
supaya dalam proses penelitian berkas keberatan tim peneliti/pemeriksa keberatan tidak melakukan 
kesalahan dalam menguji materi yang disengketakan yang merugikan wajib pajak sehingga wajib pajak 
kembali tidak sepakat terhadap hasil penelitian dan kemudian melanjutkan sengketa ke Pengadilan 
Pajak. 
Model Literatur 
SOP (Standard Operating Procedure) penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dibuat dan disusun berdasarkan Surat Edaran Direktorat 
Jenderal Pajak nomor SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-
52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak Penghasilan, Pajak 
Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan Menteri Keuangan 
nomor PMK-9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan. 
Hasil wawancara yang dilakukan dengan bagian Pengurangan Keberatan dan Banding Kantor Wilayah 
Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, wajib pajak yang 
mengajukan permohonan keberatan di Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, dan salah satu 
konsultan pajak menunjukkan bagaimana pelaksanaan, realisasi, dan evaluasi terhadap SOP 
penyelesaian permohonan keberatan di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa 
Yogyakarta.  
Menurut hasil wawancara dari bagian Pengurangan Keberatan dan Banding Kantor Wilayah Direktorat 
Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, KPP Pratama Sleman, wajib pajak, dan konsultan pajak 
tersebut mengemukakan bahwa pelaksanaan SOP penyelesaian permohonan keberatan di Kantor 
Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta telah dijalankan dan dilaksanakan 
dengan baik. Hal tersebut juga telah diperkuat oleh hasil kuisioner dari bagian Pengurangan Keberatan 
dan Banding Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta dan kuisoner dari wajib pajak yang menunjukkan 
bahwa pelaksanaan proses penyelesaian permohonan keberatan telah sesuai dengan realisasinya di 
lapangan dimana tata urutan pelaksanaan penyelesaian permohonan keberatan yang wajib pajak ikuti 
dan laksanakan sesuai dengan yang ada di dalam SOP.Berdasarkan uraian penjelasan di atas maka 
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Berdasarkan hasil analisis data seperti yang telah diuraikan dalam Bab Analisis Data dan Pembahasan, 
maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: (1) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan 
SOP (Standard Operating Procedure) penyelesaian permohonan keberatan telah sesuai dengan Surat 
Edaran Direktorat Jenderal Pajak nomor SE-122/PJ/2010 tentang Pengantar Peraturan Direktur Jenderal 
Pajak Nomor PER-52/PJ/2010 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian Keberatan Pajak 
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Penghasilan, Pajak Pertambahan Nilai dan/atau Pajak Penjualan Atas Barang Mewah dan Peraturan 
Menteri Keuangan nomor PMK-9/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 
Keberatan. Hanya saja ada penyelesaian permohonan keberatan yang diselesaikan melebihi 9 (sembilan) 
bulan tetapi tidak melebihi 12 (dua belas) bulan. Hal ini disebabkan oleh bobot masing-masing berkas 
keberatan sehingga membutuhkan waktu yang agak lama. Namun hal tersebut tidak berpengaruh 
langsung kepada wajib pajak pemohon karena merupakan kendala dari intern Dirjen Pajak dan hak wajib 
pajak tetap terpenuhi. (2) Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa SOP penyelesaian keberatan yang ada 
di Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta maupun yang ada di KPP dalam 
penelitian ini adalah KPP Pratama Sleman telah sesuai dengan realisasi penerapannya di lapangan. (3) 
Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perlu adanya evaluasi mengenai pelaksanaan SOP penyelesaian 
permohonan keberatan di Kanwil Pajak Daerah Istimewa Yogyakarta, hal ini didasarkan dengan 
banyaknya kasus yang ada di lapangan, ketika SOP telah dilaksanakan kekurangan dan kelemahan dalam 
proses penyelesaian permohonan keberatan dan hal-hal mengenai prosedur yang belum terakomodir 
dalam standar bahwa nantinya akan diketahui. Selain itu juga perlu adalah kapabilitas pegawai pajak 
yang bertugas secara teknis dalam prosesnya yang harus ditingkatkan. 
Saran 
Beberapa saran yang ingin disampaikan peneliti untuk kedepannya antara lain untuk yang terkait 
dengan pelaksanaan  SOP (Standard Operating Procedure) penyelesaian permohonan keberatan 
sebaiknya wajib pajak memahami terlebih dahulu bagaimana prosedur pengajuan keberatan yang ada di 
Direktorat Jenderal Pajak sebelum mengajukan keberatan. Bagi peneliti selanjutmya, sebaiknya mencari 
dan menganalisa kasus sengketa pajak yang dihadapi oleh wajib pajak terlebih dahulu sebelum masuk 




Abimayu, Anggito. (2004). Exit Strategy Dan Kemandirian Kebijakan Fiscal Indonesia Dalam Kebijakan 
Fiscal Pemikiran, Konsep, Dan Implementasi. Jakarta: Kompas. 
Agung, Wahyu Priyadi. (2012). Mencicipi Modernisasi Perpajakan. Available at: 
http://www.pajak.go.id/content/article/mencicipi-modernisasi-perpajakan/. 19 Februari 2015. 
Ajzen, Icek. (2002). Constructing a TPB Questionnaire: Conceptual and Methodological Considerations. 
Available at:  
http://www.unibielefeld.de/ikg/zick/ajzen%20construction%20a%20tpb%20questionnaire.pdf/. 
19 Februari 2015. 
Ajzen, Icek. (2005). Attitudes, Personality and Behavior. Second Edition. England: Open University Press. 
Albrecht et Al. (2008). Fraud Examination. Third Edition. South Western College Pub. 
Atmoko, Tjipto. (2006). Standar Operasional Prosedur (SOP) dan Akuntabilitas Kinerja Instansi 
Pemerintah. Jurnal Governance: Sinergi Masyarakat, Swasta dan Pemerintah yang Berkeadilan, 
Vol.2, No.2, Hal.56-59. 
Babbie, Earl. (2010). The Practice of Social Research. 12th Edition. Belmont: Wadsworth. 
Bazeley, P. (2007). Qualitative Data Analysis with Nvivo. London: SAGE Publications. 
Bellamy, S.D. (2002). PDCA Problem Solving Guide. 5
th
 Revision Health Version. Available at: 
http://id.scribd.com/doc/210768714/PDCA#scribd/. 5 Mei 2015. 
Emzir. (2010). Metodologi Penelitian Kualitatif: Analisis Data. Jakarta: Rajawali Pers. 
Randy Ariyadita Putra, Mispiyanti 
PELAKSANAAN STANDARD OPERATING PROCEDURE (SOP) 
127 | P a g e  
 
Jogiyanto. (2010). Metodologi Penelitian Bisnis: Salah Kaprah dan Pengalaman-Pengalaman. 
Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta. 
Moleong, L. J. (2005). Metodologi Penelitian Kualitatif. Bandung: Rosda. 
Peraturan Menteri Keuangan Nomor 9/PMK.03/2013 Tentang Tata Cara Pengajuan dan Penyelesaian 
Keberatan. 
Pramudijono. (2009). Pengaruh Program Kemitraan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Kinerja 
Organisasi Sebagai Variabel Intervening. Unpublished Thesis. Yogyakarta:  Universitas Gajah 
Mada. 
Putra, Randy Ariyadita. (2015). Interview oleh Bapak A. Alat perekam. 28 Januari. Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta. 
Putra, Randy Ariyadita. (2015). Interview oleh Bapak B. Alat perekam. 20 Februari. Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta. 
Putra, Randy Ariyadita. (2015). Interview oleh Hersona. Alat perekam. 27 Februari. Universitas Islam 
Indonesia, Yogyakarta. 
Putra, Randy Ariyadita. (2015). Interview oleh Sera. Alat perekam. 3 Maret. Universitas Islam Indonesia, 
Yogyakarta. 
Rikawati. (2014). Ditjen Pajak: Butuh 95.000 Pegawai Untuk Capai Tax Ratio 16 Persen. Katadata.  
Available at: http://katadata.co.id/berita/2014/10/13/ditjen-pajak-butuh-95000-pegawai-untuk-
capai-tax-ratio-16-persen/ 17 November 2014. 
Sallis, Edward, & Vincent Gaspersz. (2008). Total Quality Management. Jakarta: Gramedia Pustaka 
Utama. 
Sallis, Edward. (2006). Total Quality Management. Alih Bahasa Ahmad Ali Riyadi. Jogjakarta: Ircisod. 
Satori, Djam’an dan Aan Komariah. (2009). Metodologi Penelitian Kualitati. Bandung: Alfabeta. 
Strauss, A., & Corbin, J. (2009). Dasar-dasar Penelitian Kualitatif: Tatalangkah dan Teknik-Teknik 
Teorisasi Data. Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 
Suandy, Erly. (2011). Perencanaan Pajak.  Edisi 5. Jakarta: Salemba Empat. 
Sugiyono. (2009). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung: Alfabeta. 
Sugiyono. (2014). Memahami Penelitian Kualitatif. Bandung; Alfabeta. 
Suparmoko. (2000). Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktek. Edisi 5. Yogyakarta: BPFE. 
Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-11/PJ/2014 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Penyelesaian 
Keberatan PPh, PPN dan/atau PPnBM. 
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.  
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 Tentang Pengadilan Pajak. 
Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan 
Sebagaimana Telah Beberapa Kali Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 
2009. 
Walsh, Margaret. (2003). Teaching Qualitative Analysis Using QSR NVivo. The Qualitative Report, Vol. 8, 
No. 2, pp. 251-256. 
Fokus Bisnis: Media Pengkajian Manajemen dan Akuntansi Vol. 20, No. 1, July 2021 
128 | P a g e  
 
Wiwoho, Jamal, dan Lulik Djatikumoro. (2004). Dasar-Dasar Penyelesaian Sengketa. Bandung: PT Citra 
Aditya Bakti. 
Zuraida, Ida dan LY. Hari Sih Advianto. (2011). Penagihan Pajak (Pajak Pusat dan Pajak Daerah). Bogor: 
Ghalia Indonesia.   
 
